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ABSTRAK 

ALAM NURSANDI. 2022. Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Pada 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng. Skripsi. Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Makassar. Dibimbing oleh : Pembimbing I, Bapak Nasrullah dan 

Pembimbing II Ibu Wahyuni. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil kinerja dan pengelolaan 

keuangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng dalam 

periode 2017-2021. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

obesrvasi langsung, dan dokumentasi, sehingga diperoleh data laporan 

keuangan tahun 2017-2021. Dengan tekhnik analisis data menggunakan rasio 

keuangan.  

Hasil penelitian analisis laporan keuangan berdasarkan  metode analisis 

keserasian menunjukkan pada tahun 2017-2021 rata-rata nilai persentasenya 

sebesar 90%, hal tersebut dikatakan kurang baik. Analisis varians belanja secara 

umum dikatakan baik, karena tidak melebihi dari yang dianggarkan. Rasio 

efesiensi belanja dikatakan kurang efisien karena penggunaan anggaran belanja 

yang terlalu tinggi. Rasio lancar menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai 

2021 dikatakan baik. Sebab nilai persentasenya tidak kurang dari 1%.  

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan 
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ABSTRACT 

ALAM NURSANDI. 2022. Analysis of Public Sector Financial Statement at 

the National Land Agency (BPN) of Bantaeng Regency. Thesis. 

Departement of accounting, Faculty of Economics and Business, University 

of Muhammadiyah Makassar, Supervised by : supervisor I, Mr. Nasrullah 

and supervisor II, Mrs. Wahyuni. 

The purpouse of this study was to determine the results of the 

performance and financial management of the Distric National Land Agency 

(BPN) Bantaeng in the 2017-2021 period. This research is a type. Quantitative 

research with a descriptive approach. Data collection techniquesare carried out 

by direct observation and documentation, so that the 2017-2021 financial report 

data is obtained. With data analysis techniques using financial ratios.  

The results of the analysis of financial statements based on the 

compability analysis method show that in 2017-2021 the average percentage 

value is 90%, this is Said to be less good. Analysis in general, the spending 

variance is said to be good, because it does not exceed the budgeted. The 

spending efficiency ratio is said to be less efficient. Because of the excessive use 

of the budget. The current ratio shows that in 2017 to 2021 it is said to be good, 

because the percentage value is not less than 1%. 

Keywords : Financial Statements, Financial Ratios, Financial Performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Organisasi sektor publik dibuat untuk melaksanakan 

program pelayanan kepada masyarakat. Organisasi sektor publik 

diharapkan lebih efektif dalam memperhitungkan biaya ekonomi 

sosial. Terlebih lagi dengan diberlakukannya otonomi daerah yang 

diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintah daerah, dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. (Amping et al., 2020) 

Fungsi dari organisasi sektor publik adalah melakukan 

pelayanan kepada masyarakat, menjalankan tata kelola 

organisasi, serta mewujudkan visi dan misi yang menjadi sebuah 

tujuan organisasi. Untuk mencapai sebuah tujuan organisasi dapat 

dilihat dari sistem pengendalian manajemen dan sistem 

pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan merupakan subuah 

informasi keuangan mengenai posisi keuangan, dan sebuah bukti 

untuk melihat bagaimana kinerja suatu organisasi dalam 

mencapai suatu tujuan. (Harahap, 2020)  

Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan 

peraturan yang berlaku, Pada tahun 2010 pemerintah 

mengeluarkan peraturan tentang sistem akuntansi pemerintah 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71 Tahun 

2010). Didalam PP Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan 
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perubahan sistem akuntansi, yang awalnya sistem akuntansi 

berbasis kas menjadi sistem akuntansi berbasis akrual. 

Penyususnan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual 

meliputi, laporan realisasi anggran, laporan saldo anggaran lebih, 

laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan 

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). (Priharjanto 

& Andriana, 2020) 

Laporan keuangan pemerintah merupakan sebuah topik 

yang sangat menarik dan unik untuk dikaji. Dikarenakan, masih 

banyaknya lembaga-lembaga publik yang salah dalam mengelola 

keuangannya. sehingga pimpinan suatu instansi atau pemerintah 

sulit untuk mengambil keputusan dan sulit untuk mempertanggung 

jawabkan apa yang menjadi kewajibannya dalam mengelola 

keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.(Ruliaty, Ismail 

Badollahi, 2019) 

Analisis laporan keuangan sektor publik dilakukan karena 

adanya tuntunan yang semakin besar terhadap pelaksanaan 

akuntabilitas publik. Tujuannya dilakukan analisis laporan 

keuangan sektor publik adalah untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan yang telah dilakukan pada sebelumnya dalam 

menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik 

disajikan untuk dijadikan sebagai pertanggung jawaban terkait 

dengan pengelolaan keuangannya selama periode 

tertentu.(Karlina & Handayani, 2017)  
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Fenomena yang terjadi yaitu masalah kesenjangan fiskal, 

atau tentang pemerintah dan lembaga publik yang tidak 

mempunyai kemampuan untuk mendanai tanggung jawab 

program yang dibuat dan kurangnya sistem pengendalian internal 

terhadap pengelolaan keuangan. Sehingga cenderung tidak 

tercapainya tata laksana yang baik, efisien dan akuntabilitas 

dalam menentukan sebuah keputusan.(Sari & Yousida, 2019) 

Hal ini berkaitan dengan teori yang dikembangkan oleh 

Fiedler yaitu teori kontigensi (contingency theory). Teori kontigensi 

menjelaskan bagaimana seorang pemimpin atau atasan 

melakukan pengaruhnya dan pendekatannya pada suatu 

kelompok. Pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan suatu 

organisasi dapat dikatakan baik, dapat dilihat dari seorang atasan 

yang mampu mengevaluasi dan mengontrol kinerja 

bawahannya.(Safitri et al., 2020) 

Pengukuran kinerja keuangan merupakan bagian dari 

fungsi pengendalian manajemen atau pimpinan, karena 

pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan untuk melihat 

bagaimana alur aktivitas suatu organisasi sektor publik dalam 

mencapai tujuan. Untuk mengukur kinerja keuangan pada suatu 

lembaga pemerintah daerah maka perlu dilakuan analisis laporan 

keuangan, dengan menganalisis laporan keuangan, organisasi 

pemerintah bisa mengetahui bagaimana kinerja keuangan 

mereka, apakah mengalami peningkatan atau sebaliknya dalam 

setiap tahunnya.(Anshori, 2019) 



4 
 
 

 
 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

sebelumnya, dalam penelitian sebelumnya untuk mengukur 

kinerja keuangan suatu organisasi sektor publik atau pemerintah 

daerah yaitu dengan menggunakan teknik analisis rasio 

keuangan. Jenis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian 

sebelumnya terbagi beberapa yaitu, pada penelitan yang 

dilakukan oleh (Rukayah et al., 2017) menggunakan analisis rasio 

efektivitas dan rasio efesiensi untuk laporan keuangan realisasi 

anggaran, dalam penelitian yang di lakukan oleh (Sari & Yousida, 

2019) menggunakan rasio pertumbuhan dan rasio Dept Service 

Coverage Ratio pada laporan keuangan neraca, sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh (Polii et al., 2019) menggunakan 

rasio arus kas dari kegiatan operasi dan rasio arus kas dari 

aktivitas pendanaan. 

Yang berbeda dalam penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah dari segi objek atau tempat penelitian dan 

rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur kinerja 

keuangan. penulis mengambil tempat atau objek penelitian pada 

lembaga pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) Kabupaten Bantaeng. Indikator dalam penelitian ini 

adalah laporan keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran, 

dan laporan keuangan neraca.  

Dari fenomena yang telah diteliti berupa fenomena 

kesenjangan fiskal atau sistem pengelolaan keuangan yang 

rendah. Fenomena tersebut terjadi karena kurangnya 
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pengawasan dari atasan sehingga suatu organisasi tidak dapat 

berjalan sesuai dengan yang divisi misikan. Salah satu cara untuk 

mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dan kinerja 

keuangan suatu organisasi pemerintah adalah melakukan analisis 

laporan keuangan.  

Analisis laporan keuangan adalah suatu tekhnik yang 

dilakukan untuk mengukur laporan keuangan tahun berjalan. 

dengan dilakukannya analisis laporan keuangan pada suatu 

perusahaan atau organisasi sektor publik maka diperoleh 

informasi bagaimana pengelolaan dan kinerja keuangan suatu 

organisasi sektor publik apakah dari tahun ketahun itu meningkat 

atau pun sebaliknya. Sekarang kita ketahui bahwa banyak 

lembaga-lembaga publik yang masih belum efisien dalam 

mengelola keuangannya dan itu bisa berdampak dalam 

tercapainya tujuan dari sebuah organisasi. Berdasarkan fenomena 

kesenjangan fiskal dan sistem pengelolaan keuangan yang 

rendah, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang. 

“Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Pada 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten 

Bantaeng”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas maka 

rumusan masalah yang dapat diangkat adalah “Bagaimanakah 

hasil analisis laporan keuangan Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) periode 2017-2021, telah menunjukan kinerja yang efektif 

dan sesuai dengan laporan keuangan ?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah “untuk 

mengetahui analisis laporan keuangan Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) periode 2017-2021, telah menunjukan kinerja 

yang efektif dan sesuai dengan laporan keuangan”.  

D.  Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan ilmu akuntansi, khususnya dalam 

bidang akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor 

publik. 

b. Dalam penelitian ini, diharapkan memberikan kontribusi 

tentang ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi 

sektor publik dalam analisis laporan keuangan sektor 

publik. 

c. Dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan 

masukan bagi pengembangan-pengembangan ilmu serta 

referensi dalam penelitian dimasa yang akan datang. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Peneliti berharap dapat menerapkan ilmu yang 

telah didapatkan, mengembangkan serta memperluas 

wawasan tentang ilmu akuntansi, khususnya dalam 

akuntansi pemerintahan atau sektor publik. 

b. Bagi Organisasi 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa 

menjadi masukan yang positif dan membangun serta 

diterapkan dalam sistem pengelolaan keuangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Pengertian Laporan Keuangan, Analisis dan Sektor Publik 

Teori Kontigensi (Contigency Theory) 

Teori kontigensi merupakan suatu proses dimana 

kemampuan seorang pemimpin melakukan pengaruhnya 

tergantung pada situasi tugas kelompok dan tingkat-tingkat 

kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang 

sesuai dengan kelompoknya.  

Teori Kontigensi menjelaskan tentang sistem 

pengendalian internal yang mencakup bagaimana seorang 

manajer atau pimpinan dapat memimpin sebuah organisasi 

dengan baik. Dalam penelitian ini teori kontigensi sangat 

berkaitan sebab, untuk menilai sebuah kinerja keuangan suatu 

organisasi publik dapat dilihat dari kemampuan seorang 

manejer atau pimpinan dalam mengontrol dan mengevaluasi 

kinerja bawahannya. Tercapainya suatu tujuan organisasi 

sektor publik dapat dilihat dari kemampuan seorang pemimpin 

atau manejer dalam melakukan tugasnya (Safitri et al., 2020). 

1. Pengertian Laporan keuangan 

Laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang berisi 

pencatatan keuangan, yang terjadi dalam sebuah bisnis, baik 

itu transaksi pembelian, penjualan dan transaksi lainnya yang 

memiliki nilai ekonomi dan moneter dan dalam periode 

tertentu. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi 
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finansial suatu perusahaan atau lembaga publik secara 

keseluruhan. Sehingga para pengguna informasi akuntansi 

biasa melakukan evaluasi dan pencegahan dengan cepat dan 

tepat jika sedang mengalami masalah atau memerlukan 

perubahan. 

laporan keuangan (Financial Statement) adalah suatu 

laporan yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan para 

pemakai laporan keuangan, baik internal mauapun eksternal, 

atas informasi kuangan suatu instansi atau perusahaan (Polii 

et al., 2019). 

Laporan keuangan, terbagi dalam laporan keuangan sektor 

publik dan sektor swasta (Non Pemerintah). Terdapat 

perbedaan antara karakteristik laporan keuangan instistusi 

pemerintah atau sektor publik dan non pemerintah atau 

swasta. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis 

laporan keuangan, elemen-elemen laporan keuangan, tujuan 

laporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Akan 

tetapi keduanya juga memiliki persamaan yaitu sama-sama 

membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman 

untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan sektor 

swasta merupakan sebuah laporan keuangan yang disajikan 

untuk melihat bagaimana suatu perusahaan memperoleh laba 

ataupun sebaliknya, laporan keuangan sektor swasta juga 

harus dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham dan 

kreditur. Tujuan dibuatnya sebuah laporan keuangan adalah 
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untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi 

keuangan, suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputasan. 

2. Pengertian Analisis 

Analisis adalah mengamati efektivitas objek dengan cara 

mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali 

komponen-komponen untuk dikaji atau dipelajari secara detail. 

Kata analisis juga berasal dari bahasa yunani kuno dan 

diterjemahkan ke dalam bahasa inggris “analysis” yang berarti 

memecahkan atau menguraikan. Pengertian analisis dari 

berbagai bidang ilmu. Pertama dalam (bidang matematika, 

dan logika). Analisis merupakan proses pemecahan suatu 

masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa 

lebih mudah dipahami. Kedua dalam (bidang kimia). Analisis 

adalah penguraian suatu zat menjadi zat-zat yang lebih 

sederhana yang menjadi unsur-unsur pembentuknya. Ketiga 

dalam (bidang manajemen). Analisis adalah penguraian suatu 

pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu 

sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

Menurut kamus besar bahasa indinesia (KBBI), analisis 

merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik itu, 

berupa karangan, perbuatan dan sebagainya, guna untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan menurut 

Gorys Keraf, analisis adalah sebuah proses untuk 



11 
 
 

 
 

memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling 

berkaitan satu sama lain. 

3. Sektor Publik 

Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan 

berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam ilmu 

ekonomi, sektor publik menghasilkan produk jasa berupa 

pelayanan publik dan produk barang berupa barang publik. 

Keberadaan sektor publik merupakan bagian dari pemenuhan 

hak publik. Teori dan metode akuntansi digunakan dalam 

proses penyelenggaraan sektor publik. Sektor publik 

umumnya mencakup lembaga pemeintah dan badan usaha 

milik negara (BUMN). 

B. Analisis Laporan Keuangan dan Analisis Laporan Keuangan 

Sektor Publik 

1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis lapaoran keuangan adalah suatu proses menelaah 

masing-masing unsur laporan keuangan, menelaah hubungan 

diantara unsur-unsur laporan keuangan tersebut agar 

memperoleh pengertian, pemahaman yang baik dan tepat atas 

laporan keuangan tersebut. Menganalisis laporan keuangan 

berarti menilai kinerja perusahaan atau pada organisasi sektor 

publik. Hal ini berguna bagi perkembangan suatu lembaga 

pemerintah atau perusahaan untuk mengetahui seberapa 

efektifkah suatu perusahaan atau lembaga publik dalam 

bekerja. (Prakosa, 2018). Analisis rasio keuangan dapat 
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gunakan sebagai gambaran terkait dengan perkembangan 

kinerja suatu perusahaan atau instansi dari tahun 

ketahun.(Farida & Nugraha, 2019) 

2. Pengertian Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik 

Analisis laporan keuangan sektor publik merupakan 

komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor 

publik. Adanya tuntunan yang semakin besar terhadap 

pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi 

manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada 

publik. Salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa 

laporan keuangan.  

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang akuntansi pemerintahan. Bentuk-bentuk laporan 

keuangan, khususnya laporan keuangan sektor publik di 

Indonesia adalah sebagai berikut, laporan realisasi anggaran, 

laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan 

operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan 

catatan atas laporan keuangan (CALK). (Sari & Yousida, 

2019). Laporan keuangan sektor publik adalah sebuah laporan 

keuangan yang disajikan untuk dijadikan sebagai pertanggung 

jawaban suatu lembaga pemerintah terkait dengan 

pengelolaan keuangannya selama periode tertentu. 

3. Tujuan Analisis Laporan keuangan Sektor Publik. 

 (Karlina & Handayani, 2017) Tujuan dilakukannya analisis 

laporan keuangan sektor publik adalah untuk memperbaiki 
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kinerja keuangan suatu pemerintah daerah atau suatu instansi 

dalam pembuatan keputusan serta mewujudkan pertanggung 

jawaban atas pendapatan yang diperoleh. 

Adapun tujuan analisis laporan keuangan diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Menilai kinerja manejemen publik/pimpinan pada tahun 

berjalan. 

Untuk menilai suatu manajer atau pimpinan dalam 

memimpin sebuah organisasi atau instansi kita bisa lihat 

dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan atau 

instansi, sebab didalam pelaporan keuangan suatu 

organisasi baik itu perusahaan maupun instansi seorang 

manajer atau pimpinan, yang paling berperan penting 

dalam mengarahkan karyawan atau tenaga kerjanya 

khususnya dibagian keuangan. 

b. Mengetahui perubahan posisi keuangan instansi atau 

perusahaan pada periode tertentu.  

Salah satu tujuan dilakukannya analisis laporan 

keuangan yaitu bagaimana mengetahui perubahan posisi 

keuangan, pada tahun berjalan, setelah analisis laporan 

keuangan dilakukan oleh suatu instansi atau perusahaan, 

maka dapat memperoleh informasi tentang apakah terjadi 

kenaikan atau penurunan dalam pengelolaan keuangan 

tahun berjalan pada suatu instansi atau perusahaan. 
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c. Memahami kelemahan dan kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh suatu instansi atau perusahaan. 

Setelah melakukan analisis laporan keuangan, 

manajemen publik atau pimpinan suatu instansi bisa 

melihat kelemahan dan kelebihan apa yang telah dilakukan 

selama bekerja selama satu periode sehingga pimpinan 

bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan 

setelah analisis misalnya, kelemahan dalam pengendalian 

internal, dalam pengelolaan keuangan dan sebagainya. 

d. Mengetahui langkah apa saja yang perlu dilakukan 

kedepannya yang berkaitan dengan posisi keuangan dan 

kinerja suatu lembaga pemerintah maupun perusahaan. 

Jadi setelah melakukan analisis laporan keuangan, 

pemimpin suatu instansi ataupun perusahaan sudah bisa 

menyimpulkan langkah apa saja yang harus dilakukan 

kedepannya agar bisa mencapai tujuan dari instansi atau 

perusahaan tersebut. 

C. Metode Analisis Yang Digunakan Dalam Laporan Keuangan 

Sektor Publik 

Metode analisis rasio keuangan yang digunakan dalam 

mengukur kinerja keuangan lembaga pemerintah terhadap 

pendapatan anggaran APBN dapat diukur dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. (Farizky, 2018) 

 

 



15 
 
 

 
 

1. Analisis Anggaran 

a. Analisis keserasian 

Analisis keserasian menggambarkan bahwa 

bagaimana suatu organisasi pemerintah atau 

pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya 

pada belanja operasi dan belanja modal secara 

optimal.(Fajriansyah et al., 2019) 

1. Rasio belanja operasi terhadap total belanja 

Analisis rasio belanja operasi merupakan 

perbandingan antara total belanja operasi dengan 

total belanja.(Sari & Yousida, 2019) analisis rasio 

belanja operasi terhadap total belanja dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂
× 𝟏𝟎𝟎% 

2. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja 

Analisis rasio belanja modal terhadap total 

belanja merupakan sebuah perbandingan antara 

total realisasi belanja modal deangan total belanja 

daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan 

dapat mengetahui porsi belanja daerah.(Ratnasari 

& Munawaroh, 2019) 

Analisis rasio belanja modal dapat dirumuskan, 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Rumus. 
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𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎% 

b. Analisis Varians Belanja 

Analisis varians adalah analisis yang digunakan 

untuk mengetahui perbedaan atau selisih antara 

realisasi belanja anggaran. pemerintah daerah dalam 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin 

dan belanja modal secara optimal. (Ratnasari & 

Munawaroh, 2019) Analisis varians dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

Rumus. 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 = 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 − 𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 

c. Analisis Rasio Efesiensi Belanja 

Kinerja keuangan suatu pemerintah atau lembaga 

pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan 

pendapatan dikategorikan baik atau efisien apabila rasio 

yang dicapai dibawah dari 100% . semakin kecil rasio 

efesiensi belanja keuangan daerah maka semakin baik 

kinerja keuangan suatu pemerintah daerah. (Karlina & 

Handayani, 2017) 

Untuk mengukur efesiensi belanja, dapat 

digunakan rumus sebagai berikut : 

Rumus. 

𝑬𝒇𝒆𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 =
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂
× 𝟏𝟎𝟎% 
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2. Analisis Laporan Keuangan 

a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar adalah rasio likuiditas yang mengukur 

kemampuan suatu perusahaan ataupun instansi untuk 

membayar kewajiban jangka pendeknya yang jatuh 

tempo dalam satu tahun, dan dihitung dengan 

membandingkan semua aset lancar dengan kewajiban 

lancar. (Prakosa, 2018) 

 Rasio lancar dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Rumus. 

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓 =
𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
 

D. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu 

“Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik”. Penelitan yang di 

lakukan oleh penulis tersebut tidak lepas dari penelitan yang 

pernah di lakukan sebelumnya, diantaranya sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 
 

No. 

Nama 
Peneliti dan 

Tahun 
Penelitian 

 
Judul 

Penelitian 

 
Variabel 

Penelitian 

 
Alat 

Analisis 

 

Hasil Penelitian 

1.  Siti Aliyah 
Ulfah, 
Sunandar, 
Krisdiyawati, 
2018 

Analisis 
Kinerja 
Belanja 
Dalam 
Laporan 
Realisasi 
Anggran 
(LRA) 
Pada 

Analisis 
laporan 
realisasi 
Anggaran, 
kinerja 
keuangan, 
metode 
yang 
digunakan 

Alat yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 
ini adalah 
alat 
analisis 
rasio 
keuangan. 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa, Kantor 
pertanahan brebes 
dalam melakukan 
kinerja belanja, 
dilihat dari analisis 
varians secara 
umum sudah 
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Kantor 
Pertanaha
n 
Kabupate
n Brebes 

dalam 
penelitian 
ini adalah 
(Deskriptif 
Kuantitatif)  

dikatakan baik. 
Namun tingkat dan 
kriteria efesiensi 
anggaran belanja 
secara keseluruahan 
kurang efisien 
dikarenakan 
penggunaan 
anggaran belanja 
terlalu tinggi. 

2.  Sri Suranta, 
Bandi, Halim 
dedi 
perdana, dan 
M.syafiqqura
hman, 2017 

Analisis 
Kinerja 
Keuangan 
Pemerinta
h Daerah : 
Studi 
Komparasi 
Provinsi 
Jawa 
Tengah 
Dan 
Kalimanta
n Selatan  

Kinerja 
keuangan 
pemerinta
h daerah 
jawa 
tengah 
dan 
kalimanta
n selatan, 
kualitas 
auditor, 
leverage, 
growth, 
metode 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 
ini adalah 
(Kuantitatif
) 

Alat yang 
digunakan 
adalah, 
analisis 
statistik, 
uji asumsi 
klasik, 
yang 
meliputi 
unji 
normalitas
, uji 
multikoline
aritas, uji 
heteroske
dastisitas, 
uji 
autokorela
si, dan uji 
hipotesis 
mengguna
kan 
analisis 
regresi 
berganda 

Hasil dari penelitian 
menyatakan bahwa, 
perbedaan kinerja 
keuangan dalam hal 
kemandirian 
keuangan daerah, 
desentralisasi 
fiskaldan efesiensi di 
provinsi jawa tengah 
dan Kalimantan 
selatan, sementara 
itu rasio efektivitas 
menunjukkan tidak 
ada perbedaan 
antara kedua 
wilayah. 

3.  Marina F. 
Pandjaitan, 
Parengkuan 
Tommy, 
Victoria N. 
Untu, 2018 

Analisisi 
Kinerja 
Keuangan 
Daerah 
Pemerinta
h Kota 
Manado 
Tahun 
2011-2016 

Kinerja 
keuangan 
Dan Rasio 
keuangan 
daerah, 
metode 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 
ini adalah 
(Deskriptif
) 

Alat 
analisis 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 
ini yaitu 
mengguna
kan 
tekhnik 
analisis 
rasio 
keuangan, 
berupa 
analisis 

Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan 
bahwa rata-rata 
derajat 
desentralisasi masih 
sangat rendah, rasio 
ketergantungan 
keuangan daerah 
masih tinggi, rasio 
kemandirian 
keuangan daerah 
rendah dengan pola 
konsulatif, rasio 
belanja operasi 
terhadap total 
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rasio 
derajat 
desentrali
sasi, rasio 
ketergantu
ngan 
keuangan 
daerah, 
rasio 
kemandiri
an 
keuangan 
daerah, 
rasio 
keserasia
n yaitu 
rasio 
belanja 
operasi 
dan rasio 
belanja 
modal, 
dan rasio 
efesiensi 
belanja 
keuangan 
daerah. 

belanja 
mendominasi 
alokasi belanja 
dibandingkan rasio 
belanja modal 
terhadap total 
belanja dan rasio 
efesiensi belanja 
kurang efisien. 

4.  Septyo Dwi 
Prakosa, 
2018 

Analisis 
Laporan 
Keuangan 
Dalam 
Menilai 
Kinerja 
Keuangan 
Perusaha
an Publik 
Industri 
Sub 
Sektor 
Semen di 
PT.BEI 

Analisis 
laporan 
keuangan
dan 
kinerja 
keuangan 
perusahaa
n publik 
industri, 
metode 
penelitian 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 
ini adalah 
(Deskriptif 
Kuantitatif) 

Alat yang 
digunakan 
yaitu 
dengan 
pengukura
n indikator 
berupa 
rasio 
likuiditas, 
rasio 
aktivitas, 
rasio 
laverage, 
dan rasio 
profitabilit
as. 

Berdasarkan hasil 
penelitian maka 
diperoleh hasil rata-
rata volume 
perdagangan saham 
sebanyak 4547,5 
(jutaan) mampu 
terjual pada rata-rata 
harga penutupan 
sebesar Rp. 1212,5 
dan pada periode 
2014-2015 
perusahaan juga 
memiliki nilai rata-
rata PER (price 
earning ratio) 
sebesar 64,825x 
yaitu satu nilai yang 
besar artinya harga 
atas keuntungan 
perlembar saham. 
Perusahaan juga 
mengambil 
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kebijakan untuk 
membagikan 
deviden sebesar 
15,86% yang artinya 
hasil laporan 
rangkuman kinerja 
mampu menarik 
minat calon investor 
untuk membeli 
saham yang go 
public di PT. BEI 
walaupun secara 
perhitungan rasio 
keuangan kinerja 
PT. Wijaya karya 
beton Tbk masuk 
dalam kategori baik. 

5.  Akhmad 
Priharjanto 
dan Nina 
Andrianan, 
2020 

Pengaruh 
Kualitas 
Laporan 
Keuangan
, 
Kapasitas 
Sumber 
Daya 
Manusia, 
Dan 
Aksesibilit
as 
Terhadap 
Pemanfaa
tan 
Laporan 
Keuangan
. 

Kualitas 
Laporan 
Keuangan
, 
Kapasitas 
Sumber 
Daya 
Manusia, 
Aksesibilit
as, dan 
Pemanfaa
tan 
Laporan 
Keuangan
, metode 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 
ini adalah 
(Kuantitatif
) 

Alat yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 
ini yaitu uji 
validitas 
dan 
realbilitas, 
uji asumsi 
klasik, uji 
koefisien 
determina
si dan 
hipotesis. 

Hasil dalam 
penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa, kualitas 
laporan keuangan 
secara signifikan 
mempengaruhi 
pemenfaatan 
laporan keuangan 
oleh manajemen, 
selanjutnya 
kapasitas sumber 
daya secara 
signifikan 
berpengaruh 
terhadap 
pemanfaatan 
laporan keuangan, 
sedangkan 
aksesibilitas itu 
sendiri tidak 
berpengaruh 
terhadap laporan 
keuangan, dan 
terakhir kapasitas 
sumberdaya 
manusia dan 
aksesibbiltas secara 
simultan 
mempengaruhi 
pemanfaatan 
laporan keuangan. 
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6.  Ai Siti Farida, 
Raden Faisal 
Maulanan 
Nugraha, 
2019 

Analisis 
Laporan 
Keuangan 
Pemerinta
h Daerah 
Kabupate
n Subang 

Kinerja 
keuangan 
daerah, 
rasio 
kemandiri
an, rasio 
keselaras
an, rasio 
pertumbuh
an, rasio 
efesiensi 
PAD, rasio 
efektifitas 
PAD, 
metode 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 
ini adalah 
(Deskriptif 
Kualitatif) 

Alat yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 
ini yaitu 
metode 
analisis 
laporan 
keuangan 
berupa, 
analisis 
rasio 
pertumbuh
an 
keuangan 
daerah, 
analisis 
rasio 
efesiensi 
PAD, 
analisis 
rasio 
efektivitas 
PAD, 
Analisis 
rasio 
keserasia
n, dan 
analisis 
rasio 
kemandiri
an  

Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan 
bahwa kinerja 
keuangan 
pemerintah 
kabupaten subang di 
tinjau dari (1) rasio 
kemandirian 
menunjukkan bahwa 
kabupaten subang 
sangat mandiri 
dengan rata-rata 
17,1%, (2) rasio 
keserasian, 
pemerintah 
kabupaten subang 
cenderung lebih 
memprioritaskan 
belanja operasional 
dari pada belanja 
modal. Biaya 
operasional sebesar 
73,75% dan untuk 
belanja modal rata-
rata 21,75%, (3) 
rasio pertumbuhan 
keuangan daerah 
dapat dikatakan 
masih sangat 
rendah dengan rata-
rata sebesar 8,6% 
(4) rasio efesiensi 
pendapatan dapat 
dikatakan tidak 
efisien, karena rata-
rata tigkat efisiennya 
adalah 63,3% (5) 
rasio efektivitas 
pendapatan asli 
daerah kabupaten 
subang sudah efektif 
karena rata-rata 
efektivitasnya di atas 
100% yaitu 113,8% 

7.  Yudi 
Fajriansyah, 
Inggriani 
Elim, Stanley 
Kho 
Walandouw, 

Analisis 
Kinerja 
Keuangan 
Pada 
Pemerinta
h Kota 

Anggaran, 
alat ukur 
kinerja 
terhadap 
kinerja 
keuangan, 

Alat yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 
ini adalah 
metode 

Hasil dari penelitian 
ini adalah secara 
umum kinerja 
keuangan 
pendapatan daerah 
pemerintah kota 
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2019 Bitung 
Tahun 
Anggaran 
2016-2017 

metode 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 
ini adalah 
(Deskriptif 
Kualitatif)  

analisis 
laporan 
keuangan 
berupa 
analisis 
kemandiri
an 
keuangan 
daerah, 
analisis 
rario 
ketergantu
ngan 
keuangan 
daerah, 
analisis 
rasio 
derajat 
desentrali
sasi, dan 
analisis 
rasio 
belanja 
daerah 

bitung dilihat dari 
analisis varian dan 
pertumbuhan dapat 
di kategorikan baik, 
sedangkan untuk 
analisis rasio 
keuangan dinilai 
tidak baik.kinerja 
keuangan belanja 
daerah pemerintah 
kota bitung dilihat 
dari analisis varian 
dan pertumbuhan 
dapat di kategorikan 
baik, sedangkan 
untuk analaisis rasio 
keserasian belanja 
operasional dapat di 
kategorikan serasi 
shingga rasio 
keserasian belanja 
modal kurang serasi. 

8.  Heri Faisal 
Harahap, 
2020 

Analisis 
Kinerja 
Keuangan 
Pemerinta
h Daerah 
Kabupate
n Tapanuli 
Tengah 

Analisis 
kinerja 
keuangan, 
metode 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 
ini adalah 
(Deskriptif 
Kuantitatif)  

Alat 
analisis 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 
ini adalah 
metode 
analisis 
derajat 
desentrali
sasi, rasio 
ketergantu
ngan 
keuangan 
daerah 
dan rasio 
efektivitas. 

Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan 
bahwa kinerja 
keuangan 
pemerintah daerah 
tapanuli tengah 
secara umum 
dikatakan cukup 
baik, walaupun 
dengan rasio derajat 
desentralisasi masih 
relative rendah, 
ketergantungan 
keuangan kepada 
pemerintah pusat 
masih sangat tinggi 
dan penerimaan 
pendapatan asli 
daerah tidak 
mencapai target 
anggaran. 

9.  Ruliyati, 
Ismail 
Badollahi, A 
Indah 
nurfadillah, 

Analisis 
Laporan 
Realisasi 
Anggaran 
Untuk 

Analisis 
realisasi 
anggaran 
terhadap 
kinerja 

Alat yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 
ini yaitu 

Hasil dari penelitian 
ini adalah, 
kemandirian 
pemerintah daerah 
kabupaten bone 



23 
 
 

 
 

2019 Mengukur 
Kinerja 
keuangan 
Pemerinta
h Daerah 
Kabupate
n Bone 

keauanga
n, metode 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 
ini adalah 
(Deskriptif 
Kuantitatif) 

dengan 
menghitun
g secara 
manual 
dengan 
rasio 
keuangan 
yang 
digunakan
. 

dalam memenuhi 
kebutuhan dana 
mengalami naik 
turun dari tahun 
ketahun yaitu dari 
4,19% pada tahun 
2014, menjadi 
4,33% pada tahun 
2015 dan 3,01% 
pada tahun 2016 

10.  Anis Karlina, 
Nur 
Handayani, 
2017 

Analisis 
kinerja 
keuangan 
pemerinta
h daerah 
dalam 
pengelola
an APBD 
kota 
surabaya 
tahun 
2012-2015 

Pengelola
an APBD, 
terhadap 
kinerja 
keuangan, 
metode 
penelitian 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 
ini adalah 
(Kualitatif) 

Alat yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 
ini yaitu 
dengan 
menghitun
g 
mengguna
kan 
metode 
analisis, 
analisis 
kinerja 
keuangan 
pemerinta
h daerah 
dalam 
pengelola
an 
keuangan 
analisis 
kinerja 
keuangan 
pemerinta
h daerah 
dalam 
pengelola
an 
anggran 
belanja 
daerah  

Hasil dari penelitian 
ini adalah dilihat dari 
varian pendapatan 
pada tahun 2012-
2015 dapat 
disimpulkan secara 
umum kurang baik, 
untuk rasio 
keuangan 
pendaptan daerah 
selama tahun 2012-
2015 menunjukkan 
bahwa derajat 
desentralisasi dapat 
dikatakan sangat 
baik. Untuk rasio 
kemenadirian dalam 
penelitian ini untuk 
pemerintah kota 
surabaya masuk 
dalam 
ketergantungan 
kepada pemerintah 
pusat sangat 
rendah. Untuk 
pertumbuhan 
pendaptan PAD dari 
tahun 2012-2015 
pertumbuhannya 
positif. Dan dilihat 
dari efesiensi 
belanja daerah, 
realisasi anggaran 
belanja pemerintah 
daerah kota 
surabaya tidak 
terdapat angka 
melebihi anggran 
belanja.  
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E. Kerangka Konsep 

Objek dalam penelitian ini adalah badan pertanahan 

nasional (BPN) kabupaten bantaeng, atau sering disebut dengan 

kantor pertanahan. Kantor pertanahan merupakan suatu lembaga 

pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang 

agraria atau pertanahan sesuai dengan peraturan pemerintah 

republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.  

.Adapun alur dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Konsep 

Sesuai dengan teori kontigensi bahwa untuk pengelolaan 

keuangan dan kinerja keuangan yang efisien didukung dengan 

seorang atasan atau pimpinan yang mampu mengatur dan 

mengevaluasi kinerja bawahannya. Dari kerangka konseptual ini 

menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan suatu organisasi 

dapat melihat kondisi keuangannya. Pengukuran kinerja sangat 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kabupaten Bantaeng 

 

Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan 
APBN Badan Pertanahan Nasioanal 

(ATR/BPN) Kabupaten Bantaeng 

 

Laporan Keuangan Periode 
2019-2021 

Analisis Rasio Keuangan 
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penting untuk menilai akuntabiltas organisasi dan pemimpin suatu 

organisasi. Dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan 

dan data berupa laporan keuangan periode 2017-2021. (Karlina & 

Handayani, 2017) 

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui 

kualitas suatu laporan keuangan. Dan juga untuk mengukur 

kinerja suatu instansi dalam mengelola keuangannya dalam masa 

periode tertentu. Kinerja keuangan suatu organisasi merupakan 

sebuah hasil dari kegiatan yang telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. (Aldy H.R pangkei, ivonne S. saerang, 2017) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan sebeuah penelitian, yang terpenting 

adalah menentukan metode dan pendekatan penelitian yang akan 

digunakan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2013: 7) mengenai metode penelitian deskriptif yaitu : “penelitian 

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan antar satu variabel 

dengan variabel lain.” Sedangkan menurut Arikunto (2019), 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa lain, kemudian 

hasilnya akan di paparkan dalam bentuk laporan penelitian. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

a. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi yang diambil untuk penelitian 

adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten 

bantaeng. 

b. Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan mei 2022 adapun target 

waktu untuk melakukan penelitian ini adalah pada bulan mei 

sampai bulan juni 2022. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Didalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan 

penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai perilaku 

penelitian dan subjek penelitian pada suatu periode tertentu. 

Penelitian deskriptif kuantitatif berusaha menemukan sesuatu 

sebagai alternatif dalam mengatasi sebuah masalah penelitian 

melalui prosedur ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah. 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data yang 

dikumpulkan oleh peneliti berupa laporan keuangan Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) pada 5 tahun terakhir ini, mulai 

dari tahun 2017 sampai 2021. 

2. Sumber data 

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan 

oleh peneliti berupa laporan keuangan Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng dalam 5 tahun 

terakhir 2017-2021. Sumber data diperoleh langsung dari 

sumber asli tanpa ada media perantara. Data yang diambil 

langsung atau diperoleh dari pihak-pihak yang memahami 

dan menguasai dari objek kajian. 
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b. sumber data sekunder 

Dalam penelitian ini data yang diambil atau 

diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada, 

berupa data arsip tentang objek penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data  

a. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sebuah metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data berupa laporan 

keuangan dan catatan atas laporan keuangan Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) pada 5 tahun terakhir mulai 

dari tahun 2017 sampai 2021. 

b. Metode Observasi  

Obesrvasi merupakan sebuah teknik pengumpulan 

data dengan mengadakan peninjauan langsung pada 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng. 

Guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini. Peneliti mengamati semua yang berhubungan dengan 

keuangan, berupa laporan keuangan, yang terdiri dari 

laporan neraca, arus kas, dan laporan realisasi anggaran 

pada 5 tahun terakhir 2017-2021. 

c. Metode Wawancara 

Menurut Sugiyono metode wawancara merupakan 

suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

terstrukturmaupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan 

dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun 
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dengan menggunakan jaringan telepon. Dalam penelitian 

ini wawancara dilakukan pada staf keuangan pada Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng. 

E. Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel  

Variabel yang digunkan dalam penelitian ini diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Laporan keuangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Kabupaten Bantaeng tahun 2017-2021. 

2. Analisis rasio keuangan. 

3. Kinerja keuangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Kabupaten Bantaeng. 

b. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

 

No 

 

Variabel 

 

Definisi Operasional 

1. Laporan keuangan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) 
Kabupaten Bantaeng Tahun 
2017-2021 

Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah laporan 
keuangan Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Kabupaten 
Bantaeng periode 2017-2021, 
Laporan keuangan yang akan di 
gunakan meliputi laporan 
realisasi anggaran, laporan 
keuangan neraca, dan laporan 
arus kas 

2. Analisis rasio keuangan Analisis rasio keuangan sebuah 
alat yang digunakan untuk 
mengukur kinerja keuangan, 
suatu instansi atau pemerintah 
daerah. 
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3. Kinerja Keuangan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) 
Kabupaten Bantaeng 

Kinerja keuangan merupakan 
sebuah hasil dari kinerja suatu 
instansi dalam mengelola 
keuangan yang diberikan oleh 
pemerintah pusat. 

 

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur adalah 

sebagai berikut. 

a. Analisis Anggaran 

1. Analisis keserasian 

a. Rasio belanja operasi terhadap total belanja 

Rumus. 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂
× 𝟏𝟎𝟎% 

b. Rasio belanja modal terhadap total belanja 

Rumus. 

𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎% 

2. Analisis varians belanja 

Rumus. 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 = 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 − 𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 

3. Analisis rasio efesiensi belanja 

Rumus. 

𝑬𝒇𝒆𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 =
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂
× 𝟏𝟎𝟎% 

b. Analisis laporan keuangan 

1. Rasio lancar (Current ratio) 

Rumus. 
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𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓 =
𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, metode ini 

menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu 

dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam 

laporan keuangan untuk tahun anggaran 2017-2021. Metode 

ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja badan 

pertanahan nasional dalam mengelola keuangannya dengan 

menggunakan rasio sebagai berikut Analisis keserasian, yang 

berupa rasio belanja operasi terhadap total belanja dan rasio 

belanja modal terhadap total belanja, Analaisis varians 

belanja, Rasio efesiensi belanja, dan Rasio lancar (Current 

Ratio).



32 
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Obejk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bantaeng. 

Penelitian ini melihat bagaimana pengelolaan dan kinerja 

keuangan pada periode lima tahun terakhir yaitu 2017-2021. 

1. Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Bantaeng 

Bantaeng merupakan sebuah kabupaten yang berada di 

provinsi Sulawesi selatan Indonesia dengan luas wilayah 

395,83 km. kantor pertanahan (ATR/BPN) merupakan 

lembaga publik yang mempunyai tugas, sesuai dengan 

peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 17 tahun 

2015, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang 

agrarian atau pertanahan. 

1. Visi Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten bantaeng 

Kantor pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten 

bantaneg memiliki visi yaitu sebagai berikut : 

“terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan 

yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani 

masyarakat unruk mendukung tercapainya: Indonesia maju 

yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan 

gotong royong” 

2. Misi Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Bantaeng 
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Untuk mewujudkan visi tersebut maka ada 2 misi yang 

akan dilaksanakan yaitu : 

a. Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan 

pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan 

berkeadilan; 

b. Menyelenggarakan pelayanan dan penataan ruang 

yang berstandar dunia; 

2. Struktur Organisasi Dan Peran Jabatan 

a. Gambar Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor pertanahan 

Kabupaten bantaeng 
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b. Peran Jabatan 

1. Kepala Kantor Pertanahan 

kepala kantor pertanahan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, 

anggaran, dan pelaporan, pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan strategis pertanahan, dan 

kegiatan pertanahan serta pengoordinasian 

penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasandi 

kantor wilayah dan pertanahan. 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Kepala sub bagian tata usaha memiliki tugas 

melakukan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unit organisasi kantor pertanahan.seperti 

pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan 

pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan 

perundang-undangan, dan penanganan pengaduan 

masyarakat. 

3. Korsub Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan 

Koordinator sub bagian perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

penyusunan rencana, program dan anggaran, serta 

pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan strategis pertanahan. 
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4. Korsub Umum Dan Kepegawaian 

Koordinator sub bagian umum dan kepegawaian 

mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan 

urusan organisasi, ketata lkasanaan, analisis jabatan, 

dan pengelolaan urusan kepegawaian, pengoordinasian 

dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di kantor 

pertanahan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah 

tangga, protocol, perlengkapan, dan penyelenggaraan, 

layanan pengadaan ,pengordinasian dan fasilitasi 

pengelolaan pelayanan pertanahan, pelaksanaan 

urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, 

advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan 

penanganan pengaduan masyarakat 

5. Korsub Keuangan Dan Barang Milik Negara 

Koordinator sub bagian keuangan dan barang milik 

Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan 

pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang 

milik Negara. 

6. Kepala Seksi Survei Dan Pemetaan 

Kepala seksi survei dan pemetaan mempunyai 

tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang 

dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral 

nasional dan pengukuran batas adaministrasi dan 

kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, surve dan 

pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan 
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ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor 

berlisensi. 

7. Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran 

Kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran 

mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan, 

koordinasi, pelaksanaan dan inventarisasi, identifikasi, 

pengelolaan data dan penyajian informasi penetapan 

hak tanah dan ruang, pendaftaran tanah dan ruang, 

pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, 

penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, 

penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, 

hubungan kelembagaan serta pembinaan dan 

pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta 

tanah (PPAT). 

8. Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan 

Kepala seksi penataan dan pemberdayaan 

mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian 

pembinaan dan pelaksanaan landreform, pengelolaan 

dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan 

tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan 

tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan 

rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah , 

dab penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, 

perbatasan wilayah tertentu. 
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9. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Dan Pengembangan 

Kepala seksi pengadaan tanah dan 

pemngembangan mempunyai tugas melaksanakan 

pengordinasian, pelaksanaan pengadaan dan 

pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan 

pertanahandan pemanfaatan tanah serta penilaian 

tanah dan ekonomi pertanahan. 

10.  Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan 

Sengketa 

Kepala seksi pengendalian dan penanganan 

sengketa mempunyai tugas melaksanakan pembinaa, 

pelaksanaan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, 

wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan 

wilayah tertentu, penertiban penguasaan, kepemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah, penanganan 

sengketa dan konflik, serta penanganan perkara 

pertanahan. 

11.  Korsub Survei, Dan Pemetaan Dasar Dan Tematik  

Koordinator sub bagian surve dan pemetaan dasar 

dan tematik mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, 

pelaksanaan survey, dan pemetaan tematik pertanahan, 

perbatasan dan wilayah tertentu, dan pelaksanaan, 

koordinasi dan pembinaan tenaga teknis dan petugas 
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survei dan pemetaan tematik pada kantor pertanahan di 

wilayahnya, serta evaluasi dan pelaporan. 

12.  Korsub Penetapan Hak Tanah Dan Ruang 

Koordinator penetapan hak tanah dan ruang 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan 

pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan 

kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta 

serta hak atas ruang dan hak komunal, penyiapan 

bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah 

badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai 

tanah wakaf, tanah bekas milik belanda dan bekas 

tanah asing lainnya, penyiapan bahan penunjukan 

badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik, 

pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak 

perseorangan dan badan hukum swasta serta hak atas 

ruang pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah 

masyarakat, penyiapan kerja sama dengan lembaga 

pemerintah, dan lembaga non pemerintah dalam rangka 

pemberdayaan ha katas tanah masyarakat, 

pelaksanaan pengembangan dan desiminasi model 

pemberdayaan ha katas tanah masyarakat, serta 

evaluasi dan pelaporan. 
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13.  Korsub Penatagunaan Tanah 

Koordinator sub bagian penatagunaan tanah 

mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan 

penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan 

dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, 

bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis 

pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan 

evaluasi perubahan penggunaan tanah, pengelolaan 

basis data dan sistem informasi geografi, pelaksanaan 

inventarisasidan pengelolaan basis data potensi dan 

data lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta 

evaluasi dan pelaporan. 

14.  Korsub Penilaian, Pengadaan Dan Pencadangan 

Tanah 

Koordinator sub bagian penilaian, pengadaan dan 

pencadangan tanah mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, 

pemantauan, pelaksanaan penilaian tanah, bidang 

tanah dan properti, pelaksanaan pengadaan, 

pemutakhiran, dan kerja sama pembuatan peta zona 

nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi 

kawasan dan potensi sumberdaya agraria, pelaksanaan 

dan pengelolaan informasi dan komputerisasi kegiatan 

pertanahan berbasi data zona nilai tanah dan zona nilai 

ekonomi kawasan, serta evaluasi dan pelaporan. 
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15.  Korsub Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara 

Pertanahan 

Koordinator sub bagian penanganan sengketa, 

konflik dan perkara pertanahan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pencegahan, 

penanganan, dan penyelesaian sengketa/konflik 

pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan 

pembetalan ha katas tanah serta evaluasi dan 

pelaporan. 

16.  Korsub Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral 

Koordinator sub bagian pengukuran dan pemetaan 

kadastral mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, 

pelaksanaan pengukuran, dan pemetaan 

kadastralpembukuan serta pengelolaan basisdata dan 

informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan, serta 

evaluasi dan pelaporan. 

17.  Korsub Pendaftaran Tanah Dan Ruang,Tanah 

Komunal Dan Hubungan Kelembagaan 

Koordinator pendaftaran tanah dan ruang, tanah 

komunal dan hubungan kelembagaan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pendaftaran ha 

katas tanah, ha katas ruang, hak milik atas satuan 
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rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah 

wakaf, ha katas, tanah badan sosial,/keagamaan dan 

pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak, serta 

evaluasi dan pelaporan. 

18.  Korsub Landreform Dan Pemberdayaan Tanah 

Masyarakat 

Koordinator sub bagian landrform dan 

pemberdayaan tanah masyarakat mempunyai 

tugasmelakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, pelaksanaan inventarisasi, dan 

pengelolaan basis data tanah objek landrform, pendaya 

gunaan tanah objek landerform, serta evaluasi dan 

pelaporan. 

19.  Korsub Konsolidasi Tanah Dan Pengembangan 

Pertanahan 

Koordinator sub bagian konsolidasi tanah dan 

pengembangan pertanahan mempunyai tugas 

melakukan pelaksanaan redistribusi tanah dan 

pemanfaatan bersama atas tanah, pelaksanaan 

penyusunan potensi objek konsperencanaan, 

pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja 

sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi 

masyarakat, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan 

data, evaluasi, penanganan permasalahan dan 
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pelaporan potensi objek konsolidasi tanah dan 

konsolidasi tanah serta evaluasi dan pelaporan. 

20.  Korsub Pengendalian Pertanahan 

Koordinator sub bagian pengendalian pertanahan 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan 

pengendalian, dan pematauan pertanahan, pelaksanaan 

penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi 

penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, serta 

evaluasi dan pelaporan. 

21.  Korsub Pendaftaran Dan Pemeliharaan Hak Tanah, 

Ruang Dan Pembinaan PPAT 

Koordinator sub bagian pendaftaran dan 

pemeliharaan hak tanah, ruang dan pembinaan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, pemeliharaan data, 

pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan 

rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan 

pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, 

perubahan dan penggunaan dan perubahan 

pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, 

pengembangan dan pembinaan PPAT, pelaksanaan 

dan pengelolaan informasi dan komputerisasi kegiatan 
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pertanahan berbasis data yuridis, serta evaluasi dan 

pelaporan. 

22.  Korsub Penetapan Dan Pengelolaan Tanah 

Pemerintah 

Koordinator sub bagian penetapan dan pengelolaan 

tanah pemerintah mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, 

pemantauan, pembinaan perencanaan danpersiapan 

pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah 

pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah, 

pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan 

hak atau izin pelepasan hak dan kerja sama 

pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukm 

pemerintah, dan badan usaha pemerintah, serta 

evaluasi dan pelaporan. 

B. Hasil Penelitan 

1. Analisis Data 

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu dengan menggunakan rumus rasio keuangan, brupa 

analisis keserasian, analisis varians belanja, rasio efesiensi 

belanja, dan rasio lancar (current ratio), adalah sebagai berikut 

: 

a. Analisis keserasian 

Analisis keserasian menggambarkan bagaimana suatu 

organisasi atau pemerintah memprioritaskan alokasi 
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dananya pada belanja rutin secara optimal. Menurut 

Mahmudi (2016) standar penilaian analisis keserasian 

yaitu jika persentasenya > 100 dikatakan tidak baik, 90%-

100% dikatakan kurang baik, 80%-90% dikatakan cukup 

baik, 60%-80 dikatakan baik, dan < 60% dikatakan sangat 

baik. Analisis laporan keuangan kantor pertanahan tahun 

2017-2021  dengan menggunakan analisis keserasian 

dapat dilihat dari perhitungan berikut ini : 

1. Rasio belanja operasi terhadap total belanja 

Tabel 4.1 

Tabel perhitungan rasio belanja operasi terhadap total 

belanja 

Tahun Belanja Opreasi Anggaran Rasio % 

[1] (Rp) (Rp) [2/3 x 100] 

  [2] [3]   

2017 3.454.700.703 3.933.204.000 87,83 

2018 5.437.633.284 6.017.465.000 90,36 

2019 6.213.927.301 6.679.897.000 93,02 

2020 6.092.901.932 6.589.370.000 92,47 

2021 6.884.139.757 7.107.070.000 96,86 

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas 

rasio belanja operasi terhadap total belanja menunjukkan 

pada tahun 2017 realisasi belanja operasi sebesar 

3.454.700.703 atau sekitar 87,83% hal ini dapat dikatakan 

cukup baik. Pada tahun 2018 nilai perentasenya 

meningakat sebesar 90,36% Hal ini dikatan kurang baik. 
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Selanjutnya pada tahun 2019 hingga tahun 2021 nilai 

persentasenya terus meningkat secara signifikan hingga 

tahun 2021, dengan nilai persentasenya rata-rata 90% hal 

tersebut dikatakan kurang baik. Realisasi belanja operasi 

tahun 2021 sebesar 6.884.139.757 atau sekitar 96,86% hal 

ini dapat dikatan kurang baik.  

2. Rasio belanja modal terhadap total belanja 

Tabel 4.2 

Tabel perhitungan rasio belanja modal terhadap total 

belanja 

Tahun Belanja Modal Anggaran Rasio % 

[1] (Rp) (Rp) [2/3 x 100] 

  [2] [3]   

2017 163.363.600 186.125.000 87,77 

2018 - - - 

2019 - - - 

2020 21.984.000 23.524.000 93,45 

2021 87.556.200 90.668.000 96,57 

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan rasio belanja 

modal terhadap total belanja menunjukkan pada tahun 2017 

realisasi belanja modal sebesar 163.363.600 atau sekitar 

87,77% hal ini dapat dikatakan cukup baik. Pada tahun 2018 

dan 2019 anggaran untuk belanja modal dialokasikan ke 

belanja operasi karna meningkatnya kegitan opersional kantor 

pertanahan kabupaten bantaeng. Pada tahun 2020 belanja 
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modal meningkat sebesar 93,45% hal ini dikatakan kurang 

baik, dan pada tahun 2021 meningkat secara signifikan 

sebesar 96,57% hal tersebut juga dikatakan kurang baik. 

b. Analisis varians belanja 

Analisis varian (selisih) belanja merupakan analisis 

terhadap perbedaan antara realisasi belanja dengan 

anggaran. Analisis varians belanja dapat dilihat dari 

perhitungan dibawah ini: 

Tabel 4.3 

Tabel perhitungan analisis varians belanja 

  Realisasi Anggaran Selisih 

Tahun (Rp) (Rp) (Rp) 

  [a] [b] [a]-[b] 

2017 3.618.064.303  4.119.329.000  (501.264.697) 

2018 5.437.633.284  6.017.465.000  (579.831.716) 

2019 6.213.927.301  6.679.897.000  (465.969.699) 

2020 6.114.885.932  6.612.894.000  (498.008.068) 

2021 6.941.695.957  7.197.738.000  (256.042.043) 

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan nilai varians 

belanja pada tahun 2017 selisih antara realisasi belanja dengan 

anggaran sebesar Rp. 501.264.697, pada tahun 2018 selisih 

antara realisai belanja dan anggran sebesar Rp. 579.831.716, 

pada tahun 2019 selisihnya sebesar Rp. 465.969.699, dan 

pada tahun 2020 selisih antara realisasi belanja dengan 
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anggaran sebesar Rp. 498.008.068 sedangkan pada tahun 

2021 selisishnya sebesar Rp. 256.042.043.  

Menurut mahmudi (2010) dalam penilaian varians dapat 

dikategorikan menjadi dua yaitu: 

1. Varian disukai (favourable variance) : Realisasi < Anggaran 

2. Varian tidak disukai (unfavourable variance) : Realisasi > 

anggaran. 

Tabel 4.4 

Tabel Kriteria penilaian Varians 

Tahun Varians Kriteria 

2017 Realisasi < Anggaran Disukai 

2017 Realisasi < Anggaran Disukai 

2018 Realisasi < Anggaran Disukai 

2020 Realisasi < Anggaran Disukai 

2021 Realisasi < Anggaran Disukai 

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022 

Pada tahun 2017 sampai pada tahun 2021 anggaran belanja 

yang terealisasi tidak melebihi dari yang dianggarkan sebab 

kantor pertanahan melakukan penghematan anggaran oleh 

karena itu masuk dalam kategori varian disukai. 

c. Rasio efesiensi belanja 

Rasio efesiensi belanja merupakan perbandingan 

antara realisasi dengan anggaran belanja. Rasio efesiensi 

belanja tahun 2017-2021 dapat dilihat dari perhitungan 

dibawah ini.: 
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Tabel 4.5 

Tabel perhitungan rasio efesiensi belanja 

  
Anggaran 
Belanja 

Realisasi 
Belanja 

Persentase(%) 

Tahun (Rp) (Rp) (Rp) 

  [c] [d] [c/d x 100 %] 

2017 4.119.329.000 3.618.064.303 114% 

2018 6.017.465.000 5.437.633.284 111% 

2019 6.679.897.000 6.213.927.301 107% 

2020 6.612.894.000 6.114.885.932 108% 

2021 7.197.738.000 6.941.695.957 104% 

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efesiensi belanja 

tingkat keefisienan belanja kantor pertanahan berfluktuasi. 

Pada tahun 2017 presentase realisasi anggarannya 

sebesar 114% hal ini dikatakan kurang efisien. Pada tahun 

2018 tingkat keefisienan belanja lebih baik dari tahun 

sebelumnya karena nilai persentasenya menurun hingga 

111% akan tetapi masih tergolong kurang efisien. Pada 

tahun 2019 tingkat keefisienen belanja kantor pertanahan 

lebih baik dari dua tahun sebelumnya karena nilai 

persentasenya kembali menurun hingga 107% akan tetapi 

masih tidak efisien dan pada tahun 2021 nilai persentase 

tingkat keefisienan belanja menurun secara signifikan 

sebesar 104% hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 

ketahun kantor pertanahan mampu mengelola anggaran 

belanjanya dengan baik meskipun nilai persentase 104% 
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masih tergolong tidak efisien. Karena standar keefisienan 

belanja yang efisien 60%-80%.   

Standar kriteria efesiensi belanja dapat dijelaskan 

bahwa presentase kurang dari 60% dapat dikatakan 

sangat efisien, 60%-80% dapat dikatakan efisien, 80%-

90% dapat dikatakan cukup efisien, 90%-100% dikatakan 

kurang efisien, dan presentase melebihi 100% dikatakan 

tidak efisien. Hasil tingkat efisiensi setelah dibandingkan 

dengan kriteria efesiensi adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Tabel kriteria efisiensi anggaran belanja 

Tahun Persentase (%) Kriteria 

2017 114% Kurang Efisien 

2018 111% Kurang Efisien 

2018 107% Kurang Efisien 

2020 108% Kurang Efisien 

2021 104% Kurang Efisien 

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022 

Pada tahun 2017 hingga pada tahun 2021 nilai 

persentase keefisienan belanja cukup membaik meskipun 

belum memenuhi standar keefisienan belanja. 

d. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar menunjukkan kemampuan organisasi 

dalam membayar hutang yang segera harus dibayar, 

dengan aktiva lancarnya. Rasio lancar merupakan ukuran 

standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, 
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baik organisasi bisnis maupun sektor publik, adapun 

perhitungan rasio lancar adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Tabel perhitungan rasio lancar (Current Ratio) 

  
Aktiva Lancar Hutang Lancar 

Rasio 
Lancar(%) 

Tahun (Rp) (Rp) (Rp) 

  
[a] [b] 

[a/b] 

2017 114.908.418 704.020 163,21 

2018 9.836.316 1.127.900 8,74 

2019 21.329.308 2.536.100 8,43 

2020 19.376.290 25.137.216 0,77 

2021 10.271.343 12.635.800 0,80 

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio lancar (current ratio) 

pada tahun 2017 persentase dianggap baik sekali karena nilai 

presentasenya melebihi dari satu persen. Pada tahun 2018 

dan 2019 dapat dikatakan baik sekali karena nilai 

persentasenya masih lebih tinggi, meskipun nilai 

persentasenya menurun dari tahun sebelumnya. yaitu sebesar 

8,74% pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 8,43%. Pada tahun 

2020 dan 2021 nilai persentasenya menurun secara signifikan 

yaitu sebesar 0,77% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 

sebesar 0,80% hal ini masih dikatakan baik karna nilai 

persentasenya belum kurang dari 1%. 
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C. Pembahasan 

Kinerja keuangan dan sistem pengelolaan keuangan suatu 

organisasi dapat dilihat dari hasil analisis laporan keuangannya 

dan sistem pengendalian internal. Pengukuran kinerja keuangan 

merupakan fungsi dari pengendalian manajemen atau atasan, 

karena untuk mencapai suatu tujuan organisasi dapat dilihat dari 

seorang pimpinan yang mengatur, mengawasi dan mengevaluasi 

bawahannya . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan 

keuangan Badan pertanahan nasional (BPN) periode 2017 sampai 

2021 dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan, 

pembahasan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Keserasian 

Dari hasil perhitungan Analisis keserasian, dapat dilihat 

bahwa pada tahun 2017-2021 sebagian besar anggaran yang 

dimiliki untuk belanja organisasi, lebih banyak dialokasikan 

untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal sehingga 

presentase belanja operasi lebih tinggi dibandingkan dengan 

belanja modal. Dari lima tahun tersebut dapat diketahui kantor 

pertanahan kabupaten bantaeng sangat memprioritaskan 

belanjanya untuk belanja operasi. Hal ini disebabkan belanja 

operasi sangat dibutuhkan oleh kantor pertanahan kabupaten 

bantaeng karena untuk menunjang pelayanan kantor agar 

lebih efisien dalam melayani masyarakat. 

Selisish perbandingan belanja operasi dan belanja modal 

sangat tinggi oleh karna itu kantor pertanahan kabupaten 
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bantaeng untuk mengoptimalkan belanja modal karena belanja 

modal digunakan untuk aset-aset tetap yang akan berguna 

dalam jangka panjang. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh (Ulfah et al., 2018) yang menggunakan analisis 

keserasian dalam mengukur belanja dalam laporan realisasi 

anggran.. 

2. Analisis varians belanja 

Dari hasil analisis varians belanja secara umum 

menunjukkan kinerja kantor pertanahan kabupaten bantaeng, 

yang menunjukkan bahwa pada tahun anggran 2017-2021 

terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi yang 

bersaldo negatif atau bisa dikatakan sebagai varian disukai 

(Favorable Variance) yang menunjukkan bahwa adanya 

penghematan penggunaan realisasi anggaran. Dapat dilihat 

pada tahun 2017 terdapat selisish sebesar Rp.501.264.967, 

pada tahun 2018 selisihnya sedikit naik sebesar 

Rp.579.831,716 karena menyisihkan anggaran dalam 

kegiatan-kegiatan tertentu. Pada tahun 2019 selisihnya 

menurun sebesar Rp.465.969.699 karena anggarn 

direalisaikan secara maksimal. Pada tahun 2020 selisihnya 

kembali naik sebesar Rp.498.008,068, dan pada tahun 2021 

menurun secara signifikan sebesar Rp.256.042.043 

disebabkan maksimalnya penyerapan dana dan program kerja 

yang terealisasi.  
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Jika dibandingkan dari tahun 2017-2021, tahun 2018 

mempunyai selisih terbanyak diantara tahun lainnya dan 

selisish yang paling sedikit adalah pada tahun 2021. 

Penganggaran yang berpacu pada tahun anggran sebelumnya 

dapat dipengaruhi oleh beberapa kemungkinan seperti 

bertambahnya belanja yang dibutuhkan untuk menunjang 

kegiatan kantor, naiknya kurs rupiah serta kenaikan-kenaikan 

lainnya yang menyebabkan bertambahnya nilai anggaran. 

Kadang realisasi dengan pengaggaran tidak sesuai sehingga 

akan lebih sering mengalami varian disukai. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja anggaran kantor pertanahan 

kabupaten bantaeng dapat dikatakan baik karena dapat 

melakukan penghematan anggaran. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh (Ulfah et al., 2018) yang menggunakan rasio 

analisis varians belanja untuk mengukur belanja dalam 

laporan realisasi anggran. 

3. Rasio efesiensi belanja 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis efesiensi belanja 

menunjukkan bahwa laporan realisasi belanja kantor 

pertanahan cenderung kurang efisien. Dilihat pada tahun 2017 

presentase realisasi anggarannya sebesar 87,83% yang dapat 

dikatakan cukup efisien karena kantor pertanahan kabupaten 

bantaeng berusaha melakukan penghematan anggaran 

dengan menekan biaya pengeluaran serendah-rendahnya. 
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Pada tahun 2018 nilai presentase mengalami kenaikan 

sebesar 90,36%, dikatakan kurang efisien, karena 

bertambahnya belanja barang dan belanja lainnya, pada tahun 

2019 presentase realisasi belanja menigkat hingga 93,02%, 

karena penggunaan anggaran belanja yang tinggi, presentase 

pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar 92,46 

karena adanya penyisihan anggaran dalam kegiatan tertentu. 

pada tahun 2021 presentase mengalami kenaikan secara 

signifikan sebesar 96,44% dan dalam kriteri kurang efisien 

karena banyaknya program kerja yang belim terealisasikan 

pada tahun sebelumnya yang membuat kantor pertanahan 

kabupaten bantaeng menambah anggaran. 

Dari kelima tahun tersebut bisa dilihat tingkat kriteria 

efesiensi anggaran belanja secara keseluruhan kurang efisien 

dikarenakan penggunaan anggran belanja yang terlalu tinggi 

dan program kerja yang belum terealisasi pada tahun 

sebelumnya.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Ruliaty, Ismail Badollahi, 2019) yang menggunakan rasio 

efesiensi belanja untuk mengukur tingkat efesiensi belanja 

pemerintah kabupaten bone. 

4. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio lancar pada tabel 4.7 

diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2017 nilai persentase 

sebesar 163,21 dimana pada tahun 2010 jumlah utang lancar 
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sangat kecil dibandingkan jumlah aset lancar, pada tahun 

2018 dan tahun 2019 jumlah presentasenya sebesar 8,74 dan 

8,43 dianggap baik karena nilainya melebihi dari satu. 

Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 nilai presentasenya 

sebesar 0,77 dan 0,80, secara signifikan kurang baik karena 

nilainya kurang dari satu, disebabkan jumlah hutang lancar 

lebih banyak dibandingkan dengan aset lancarnya. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh (Farizky, 2018) dalam penelitiannya, 

menggunakan rasio lancar untuk menilai kinerja keuangan 

pemerintah kota surabaya tahun anggaran 2015-2018. 

Tabel 4.8 

Rekapitulasi hasil perhitungan rasio keuangan 

No. Indikator 
Rasio Keuangan 

Hasil Penelitian Keterangan 

1. Analisis Keserasian 
a. Rasio Belanja 

Operasi Terhadap 
Total Belanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Rasio Belanja 

Modal Terhadap 
Total Belanja 

 
Hasil analisis laporan keuangan 
menggunakan metode analisis 
rasio belanja operasi terhadap 
belanja modal menunjukkan 
bahwa peningkatan belanja 
operasi dari periode 2017-2021 
meningkat secara signifikan hal 
tersebut dibuktikan pada tahun 
2017 nilai persentasenya 
sebesar 87,83% dan pada 
tahun 2018 hingga 2021 
meningkat dengan rata-rata 
nilai persentasenya sebesar 
90%. 
 
Hasil analisis laporan keuangan 
menggunakan metode rasio 
belanja modal terhadap total 
belanja menunjukkan bahwa 
pada periode 2017-2021 juga 

Kurang baik 
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meningkat secara signifikan 
dengan nilai persentase 
sebesar 90% meskipun pada 
tahun 2018 dan 2019 anggaran 
belanja modal dialokasikan ke 
belanja operasi. 

2. Analisis Varians Belanja Hasil analisis laporan keuangan 
menggunakan metode analisis 
varians belanja menunjukkan 
bahwa anggaran yang 
terealisasi tidak lebih dari yang 
dianggarkan hal tersebut 
termasuk kategori varian di 
sukai atau favourable variance 

Baik 

3. Rasio Efesiensi Belanja Hasil analisis laporan keuangan 
menggunakan metode rasio 
efesiensi belanja menunjukkan 
bahwa tingkat keefisienan 
belanja kantor pertanahan 
termasuk dalam kategori 
kurang efisien, dengan rata-rata 
nilai persentasenya sebesar 
100% pada periode 2017-2021. 
Meskipun ada peningkatan 
dalam pengelolaan anggaran 
belanja dari tahun ke tahun 
akan tetapi masih dalam 
kategori kurang efisien. 
Persentase tahun 2017 sebesar 
114% dan pada tahun 2021 
sebesar 104% 

Kurang baik 

4. Rasio Lancar (Current 
Ratio) 

Hasil analisis laporan keuangan 
menggunakan metode rasio 
lancar menunjukkan bahwa 
pada periode 2017-2021 dapat 
dikatakan baik, karena kantor 
pertanahan mampu melunasi 
semua hutang jangka 
pendeknya dengan 
menggunakan aset lancarnya 
dengan rata-rata nilai 
persentasenya sebesar 8% 
meskipun pada tahun 2020 dan 
2021 nilai persentasenya 
menurun secara signifikan akan 
tetapi masih dikatakan baik 
karna nilai persentasenya 
belum kurang dari 1%. 

Baik 

 



57 
 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa dari hasil analisis laporan keuangan 

berdasarkan metode analisis keserasian menunjukkan bahwa 

pada tahun 2017-2021 rata-rata nilai persentasenya sebesar 

90% hal tersebut dikatakan kurang baik. Metode varians belanja 

menunjukkan bahwa tidak ada yang melebihi dari yang 

dianggarkan hal tersebut dikatakan vairian disukai. Rasio 

efesiensi belanja menunjukkan bahwa periode 2017-2021 tingkat 

keefisienan belanja kantor pertanahan masuk dalam kategori 

kurang efisien karena rata-rata nilai persentasenya sebesar 

100%. Metode rasio lancar menunjukkan bahwa kantor 

pertanahan mampu melunasi hutang jangka pendeknya dengan 

nilai persentase tidak ada yang kurang dari 1%.   

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian pada badan pertanahan 

nasional (BPN) kabupaten bantaeng periode 2017-2021, diatas 

maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bagi organisasi, diharapkan dapat memperbaiki dan 

mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk belanja modal 

dan belanja operasi agar  kedepannya bisa lebih efisien, dan 

semoga dibuatnya skripsi ini bisa menjadi masukan yang 

positif dan membangun. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah 

jumlah variabel penelitian untuk kedepannya agar dapat 

memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan lebih baik lagi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat izin penelitian 
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Lampiran 2. Laporan realisasi anggran tahun 2017-2021 
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Lampiran 3. Laporan Keuangan Neraca tahun 2017-2021 
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Lampiran 4. Hasil perhitungan rasio keuangan 

1. Analisis Keserasian 

a. Rasio belanja operasi terhadap total belanja 

Tabel perhitungan rasio belanja operasi terhadap total belanja 

Tahun Belanja operasi Anggaran Rasio% 

[1] (Rp) (Rp) [2/3 X 100) 

 [2] [3]  

2017 3,454,700,703 3,933,204,000 87,83 

2018 5,437,633,284 6,017,465,000 90,36 

2019 6,213,927,301 6,679,897,000 93,02 

2020 6,092,901,932 6,589,370,000 92,46 

2021 6,884,139,757 7,107,070,000 96,86 

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022 
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b. Rasio belanja modal terhadap total belanja 

Tabel perhitungan rasio belanja modal terhadap total belanja 

Tahun Belanja Modal Anggaran Rasio% 

[1] (Rp) (Rp) [2/3 X 100) 

 [2] [3]  

2017 163,363,600 186,125,000 87,77 

2018 - - - 

2019 - - - 

2020 21,984,000 23,524,000 93,45 

2021 87,556,200 90,668,000 96,56 

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022 
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2. Analisis Varians Belanja 

Tabel perhitungan analisis varians belanja 

 Realisasi Anggaran Selisih 

Tahun (Rp) (Rp) (Rp) 

 [a] [b] [a]-[b] 

2017 3,618,064,303 4,119,329,000 (501,264,697) 

2018 5,437,633,284 6,017,465,000 (579,831,716) 

2019 6,213,927,301 6,679,897000 (465,969,699) 

2020 6,114,885,932 6,612,894,000 (498,008,068) 

2021 6,941,695,957 7,197,738,000 (256,042,043) 

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022 

Tabel kriteria Penilaian Varians 

Tahun Varians Kriteria 

2017 Realisasi < Anggaran Disukai  

2018 Realisasi < Anggaran Disukai 

2019 Realisasi < Anggaran Disukai 

2020 Realisasi < Anggaran Disukai 

2021 Realisasi < Anggaran Disukai 
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3. Rasio Efesiensi Belanja 

Tabel perhitungan rasio efesiensi belanja 

 Anggaran belanja  Realisasi belanja Persentase (%) 

Tahun (Rp) (Rp) [d/c x 100%] 

 [c] [d]  

2017 4,119,329,000 3,618,064,303 114% 

2018 6,017,465,000 5,437,633,284 111% 

2019 6,679,897,000 6,213,927,301 107% 

2020 6,612,894,000 6,114,885,932 108% 

2021 7,197,738,000 6,941,695,957 104% 

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022 

Tabel kriteria efesiensi belanja 

Tahun Persentase(%) Kriteria 

2017 114% Kurang Efisien 

2018 111% Kurang Efisien 

2019 107% Kurang Efisien 

2020 108% Kurang Efisien 

2021 104% Kurang Efisien 
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4. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Tabel perhitungan rasio lancar 

 Aktiva Lancar Hutang lancar Rasio Lancar(%) 

Tahun (Rp) (Rp) [a/b] 

 [a] [b]  

2017 114,908,418 704,020 163,21 

2018 9,863,316 1,127,900 8,74 

2019 21,329,308 2,536,100 8,43 

2020 19,376,290 25,137,216 0,77 

2021 10,271,343 12,653,800 0,80 
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Lampiran 5. Bukti Tes Plagiasi 
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